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ABSTRAK

PROSEDUR PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN
PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM OLEH KEPOLISIAN
BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2012

MARHOT LUBIS
NPM. 1606200522

Regulasi yang ada mengenai ekspresi publik tidak memberikan batasan
yang jelas sehingga menimbulkan multitafsir bagi para opinion organizer dan aparat
keamanan setempat. Maka, dengan terbitnya SK Kapolri Nomor 7 Tahun 2012,
Polri mulai memberikan pelayanan ekspresi publik. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran opini publik, tata cara penanganan
kasus pelanggaran opini publik oleh kepolisian berdasarkan PerKap No. 7 Tahun
2012, hambatan dalam pertimbangan kasus pelanggaran opini publik oleh
kepolisian berdasarkan PerKap. Nomor 7. 2012.2012.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian regulasi dengan data
sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data tersebut kemudian diolah
dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk pelanggaran
ekspresi opini publik terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bentuk pelanggaran
ekspresi publik berupa delik administratif dan bentuk pelanggaran. pengungkapan
pendapat masyarakat dalam bentuk pelanggaran hukum, seperti pemblokiran,
penghentian kendaraan, pembakaran ban bekas, penyisiran, perusakan fasilitas
umum, penggunaan kekerasan untuk memaksakan kehendak pada sasaran/objek
demonstrasi. Tata cara pemeriksaan kasus pelanggaran representasi opini publik
oleh polisi berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012 dilakukan dalam 3 tahap,
antara lain tahap sebelum demonstrasi, tahap kedua saat demonstrasi dan tahap
ketiga yaitu : seusai demonstrasi, pada saat aparat kepolisian melakukan kegiatan
pemulihan situasi di tempat demonstrasi. Hambatan dalam penanganan kasus yang
melibatkan pengungkapan opini publik oleh polisi terkendala oleh kurangnya
koordinasi antara opinion leader dan polisi setempat, adanya provokator yang
menyusup ke massa, kerusuhan yang direncanakan, kurangnya perwakilan yang
mau menanggapi dan berbicara. untuk massa, dan kurangnya komposisi pribadi dan
peralatan bantu dalam pelaksanaan keselamatan.

Kata Kunci: Penanganan, Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Kepolisian.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) berkembang seiring dengan peradaban
manusia. Hubungan antara negara dan warga negara dimulai dengan tumbuhnya
hukum kodrat, yang melihat bahwa ketentuan universal beroperasi antara negara
dan warga negara, sehingga satu pihak tidak dapat dikecualikan dari hubungan
tersebut..> Salah satu fungsi terpenting hukum adalah untuk menegakkan ketertiban
dalam kehidupan seseorang dalam masyarakat. Keteraturan ini membuat orang
hidup dengan percaya diri, yang berarti orang dapat melakukan tindakan yang
diperlukan dalam kehidupan sosial karena mereka dapat memprediksi apa yang
akan terjadi atau apa yang diharapkan.

UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang
merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan UUD 1945
didasarkan pada legitimasi kedaulatan rakyat, oleh karena itu UUD 1945
merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara..> Undang-
Undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk
mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 28 Undang-
Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan

pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang.

L M. Ali. Zaidan. 2015. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 254.

2 Jimly Asshiddigie. 2015. Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Jakarta: Sinar
Grafika, halaman 80.
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Prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dihormati dan
dipraktikkan untuk memastikan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam
mengungkapkan pendapat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah,
sehingga setiap undang-undang yang diundangkan dan diterapkan mencerminkan
rasa keadilan yang hidup di masyarakat. masyarakat. Peraturan perundang-
undangan yang berlaku tidak dapat ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh
penguasa dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa yang melanggar prinsip-
prinsip demokrasi. Karena hukum dirancang tidak hanya untuk menjaga
kepentingan segelintir orang yang berkuasa, tetapi juga untuk menjamin
kepentingan rasa keadilan bagi semua orang tanpa kecuali.

Sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia memberikan
kedudukan dan penghargaan yang tinggi kepada bangsa Indonesia atas
partisipasinya dalam mengawasi penyelenggaraan negara Indonesia melalui
pemberian pendapat lisan atau tertulis. Untuk mengatur dan menjamin hak tersebut,
diterbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi
Dimuka Umum dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Kasus
Berekspresi. . pendapat di masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur bahwa warga
negara yang mengeluarkan pendapatnya di depan umum berhak mengeluarkan
pendapatnya secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan
susunan kata dalam pasal ini, berarti warga negara berhak untuk bebas

menyampaikan pendapatnya di muka umum, dan negara berkewajiban untuk



melindungi dan menjamin hak-hak tersebut. Selain itu, Pembukaan Keputusan
Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengayoman, dan Pertimbangan terhadap kasus-
kasus penyampaian pendapat di muka umum mengandung pengertian bahwa setiap
orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum, lisan. dan/atau tertulis,
secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 e Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang
wajib menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan yang tertib. masyarakat,
bangsa, dan negara serta wajib menaati larangan-larangan yang diatur oleh
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2

Regulasi yang ada mengenai ekspresi publik tidak memberikan batasan
yang jelas sehingga menimbulkan multitafsir bagi para opinion organizer dan aparat
keamanan setempat. Dengan demikian, dengan ditetapkannya SK Kapolri Nomor
7 Tahun 2012, Polri dapat memberikan pelayanan penyampaian pendapat kepada
masyarakat, yang meliputi perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara
seimbang, serta sebagai petunjuk yang jelas tentang penggunaan aparat sebagai
jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam perlindungan dan

pertimbangan kasus-kasus pelanggaran opini publik.

% Anonim, “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di
Muka Umum”, melalui https://paralegal.id/, diakses pada tanggal 2 Februari 2021, Pukul 20.10
Wib.



Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:
“Prosedur Penanganan Perkara Pelanggaran Penyampaian Pendapat di
Muka Umum Oleh Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7
Tahun 2012”.

1. Rumusan Masalah
Berdasarkan ditari permasalahan yang akan manjadi batas pembahasan
dari peneliian ini. Adapun maslah yag dirumuskan pada penelitian ini adalah :

a. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran penyampaian pendapat di muka
umum?

b. Bagaimana prosedur penanganan perkara pelanggaran penyampaian
pendapat di muka umum yang dilakukan kepolisian berdasarkan PerKap
Nomor 7 Tahun 2012?

c. Bagaimana kendala dalam penanganan perkara penyampaian pendapat di
muka umum yang dilakukan kepolisian berdasarkan PerKap Nomor 7
Tahun 2012?

2. Faedah Penelitian
Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu
pengetahuan dibidang hukum acara yang digunakan dalam proses
penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan

kepolisian menurut Perkap Nomor 7 Tahun 2012.



b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam
melakukan pelaksanaan penanganan perkara pelanggaran penyampaian
pendapat di muka umum yang dilakukan kepolisian menurut Perkap Nomor

7 Tahun 2012.

B. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai
dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk bentuk pelanggaran penyampaian pendapat di
muka umum.

2. Untuk mengetahui prosedur penanganan perkara pelanggaran penyampaian
pendapat di muka umum yang dilakukan kepolisian berdasarkan PerKap
Nomor 7 Tahun 2012.

3. Untuk mengetahui kendala dalam penanganan perkara penyampaian
pendapat di muka umum yang dilakukan kepolisian berdasarkan PerKap

Nomor 7 Tahun 2012.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang
menggambarkan hubungan antara define-definisi/konsep-konsep khusus yang akan
diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian,

masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari kensep ini dengan jalan memberikan



definisi operasionalnya.® Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Prosedur

Penanganan Perkara Pelanggaran Penyampaian Pendapat di Muka Umum Oleh

Kepolisian Berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012, maka dapat diterangkan

definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1.

2.

Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.
Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani.

Pelanggaran adalah perilaku seseorang yang telah melanggar peraturan
yang telah berlaku.

Ungkapan pendapat umum adalah ungkapan pikiran secara bebas dan
bertanggung jawab secara lisan, tertulis, dan sebagainya di depan banyak
orang atau orang lain, termasuk di tempat-tempat yang dapat dikunjungi
dan/atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. hukum.

Di depan umum - di depan banyak orang atau orang lain, termasuk di tempat
yang dapat dikunjungi dan/atau melihat segala sesuatu..

Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama
sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum.

Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2012 adalah peraturan yang dimiliki oleh
kepolisian dalam menangani pengamanan penyelenggaraan perkara

penyampaian pendapat di muka umum.

4 Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum

UMSU. Medan: Pustaka Prima, halaman 7.



D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan metode yang terdapat dalam penelitian ini.
Penulisan tesis adalah karya asli penulis dan bukan merupakan salinan atau
plagiarisme dari karya penulis lain. Meskipun ada beberapa penelitian lain yang
hampir mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun ternyata ini
bukan duplikasi atau plagiarisme dari karya penulis lain. Berkenaan dengan
penelitian oleh penulis lain, antara lain::

1. Skripsi Usi Zahara, NPM: 1310012111626, mahasiswa fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta Kota Padang, tahun 2016 dengan judul: “Peranan
Kepolisian Dalam Pengamanan Demonstrasi Di Wilayah Hukum Resor
Kota Padang”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian penulis vyaitu terkait lingkup
pembahasannya, sebagaimana penulis lebih  mengkaji  keproses
penanganannya ketika penyampaian pendapat di muka umum tersebut
mengarah keperbuatan pelanggaran pidana yang mengakibat perusakan
fasilitas umum, sedangkan penelitian yang ia lakukan lebih kepada lingkup
antar demonstrasi secara umum saja, sehingga dapat dikatakan lebih luas
pembahasannya.

2. Skripsi Reinhard B. Sampouw, NIM: 120711093, mahasiswa fakultas
hukum Universitas Sam Ratulangi, tahun 2019 dengan judul: “Kewenangan
Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan
Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010”.

Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif. Perbedaan penelitian ini



dengan penelitian penulis yaitu terkait objek aturannya yang berbeda,

sebagaimana penulis sudah menggunakan aturan yang barus sebagai pijakan

dalam meneliti penanganan penyampaian pendapat di muka umum yang
melakukan pelanggaran hukum.

Secara struktural, isi dan pembahasan kedua penelitian di atas berbeda
dengan penulis saat ini. Dalam pengkajian topik penelitian yang penulis angkat
dalam bentuk penelitian ini, diidentifikasi aspek-aspek penelitian yang berkaitan
dengan Tata Cara Pertimbangan Kasus Pelanggaran Opini Publik oleh Polri

berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012.

E. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sedangkan
penelitian hukum normatif mengacu pada penelitian hukum kepustakaan, karena
penelitian regulasi dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder..® Sementara pendekatan penelitian ini mengambil pendekatan legislatif,
yang dimaksud dengan pendekatan undang-undang adalah studi tentang semua
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang diangkat.
Pendekatan legislatif dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk tujuan

praktis dan penelitian hukum untuk tujuan akademis.®

5 Dyah Ochtorina Susanti Dan A’an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research).
Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.
® 1bid., halaman 110.



2. Sifat Penelitian
Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat
pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis yang
menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif
peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat
perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.
3. Sumber Data
Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:’
a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur’an.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa:

1) Bahan hukum dasar yaitu UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kewarganegaraan, dan Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara
organisasi, pelayanan, pengamanan dan penanganan kasus yang
berkaitan dengan pengungkapan opini publik.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan tentang bahan hukum primer berupa karya tulis ilmiah, buku
dan yang berkaitan dengan masalah ini.

3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan bacaan hukum yang berisi

petunjuk-petunjuk seperti kamus hukum, internet, dan lain-lain.

" 1da Hanifah, dkk. Op. Cit., halaman 21.
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4. Alat Pengumpul Data
Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu

penelitian yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau biasa disebut data
sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan disertasi ini antara lain
berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal hukum..

5. Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis data dilakukan secara kualitatif yakni
pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-
undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data
tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara
kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula,
selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif

sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk
menyelaraskan hubungan nilai yang terkandung dalam aturan yang tegas dan
memanifestasikan dirinya dalam kaitannya dengan tindakan sebagai rangkaian
transformasi nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan
kehidupan masyarakat yang damai. Dalam kehidupan sosial, orang memiliki
standar sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, tetapi standar ini sering
bertentangan satu sama lain. Seperti Sajipto Raharjo dalam bukunya M. Ali Zaidan
Menuju Pembaruan Hukum Pidana, dalam hal ini ia mendefinisikan penegakan
hukum sebagai upaya untuk menerjemahkan gagasan hukum menjadi kenyataan
dengan menghidupkan gagasan hukum seperti keadilan, yang merupakan inti
penegakan hukum 2

Sajipto Raharjo lebih memperhatikan masyarakat penegak hukum dan
lembaga-lembaga yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan
kegiatan yang melibatkan orientasi yang kompleks dan kompleks tanpa partisipasi
masyarakat. Lembaga penegak hukum tidak akan bekerja dengan baik, bahkan
lembaga penegak hukum akan bersifat mekanistik. Sajipto menekankan perlunya
perhatian kepada masyarakat yang menegakkan hukum. Bisa jadi penegakan

hukum itu berbeda ketika berada di tangan satu aparat penegak hukum

8 M. Ali Zaidan. Op. Cit., halaman 110.

11
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dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya, dan di sinilah diperlukan
analisis peran orang untuk menerjemahkan gagasan hukum menjadi kenyataan.®

Penegakan hukum sebagai proses yang pada hakekatnya merupakan
penegakan diskresi, melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara
ketat oleh aturan hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre).
Secara konseptual, esensi dan makna penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyelaraskan hubungan nilai-nilai, yang dituangkan dalam aturan-aturan yang
kokoh dan pedoman-pedoman tindakan dalam bentuk rangkaian pengembangan
tahap akhir nilai-nilai untuk penciptaan, kelahiran dan pemeliharaan kehidupan
sosial yang damai..*°

Orang-orang dalam kehidupan sosial umumnya memiliki pemahaman
tertentu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut selalu
terwujud pada pasangan tertentu, misalnya ada pasangan yang menghargai
perdamaian, nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, dan
sebagainya. Dalam penegakan hukum, pasangan nilai ini perlu direkonsiliasi.
Pasangan nilai yang harmonis memerlukan desain khusus, karena nilai biasanya
abstrak. Perkembangan khusus terjadi dalam bentuk aturan hukum, yang mungkin
berisi perintah larangan atau penerimaan. Aturan-aturan tersebut menjadi pedoman
atau pedoman perilaku atau sikap yang dianggap pantas atau pantas. Tindakan, atau

sikap terhadap tindakan, bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan

® Ibid., halaman 111.
10 Soerjono Soekanto. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 7.
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memelihara perdamaian. Ini adalah spesifikasi konseptual dari lembaga penegak
hukum. !

Penegakan hukum merupakan upaya memerangi kejahatan secara rasional,
memberikan rasa keadilan dan bertindak efektif. Dalam rangka pemberantasan
kejahatan terhadap berbagai sarana, sebagai respon yang dapat diberikan kepada
pelaku kejahatan, berupa sarana pidana dan non pidana yang dapat saling
terintegrasi. Apabila sarana pidana digunakan untuk memerangi kejahatan, berarti
akan dilaksanakan suatu kebijakan hukum pidana, yaitu diadakannya pemilihan
umum untuk mencapai hasil hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi
pada saat itu dan di masa yang akan datang.

Pengertian penegakan hukum dapat dilihat dari sudut pandang objektif,
yaitu dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini maknanya juga luas dan sempit
dalam arti luas penegakan hukum, yang meliputi nilai-nilai keadilan yang
terkandung dalam bunyi aturan-aturan formal, serta nilai-nilai keadilan yang hidup
dalam masyarakat, tetapi dalam arti sempit. pengertian penegakan hukum hanya
menyangkut penegakan aturan yang hanya bersifat formal secara tertulis, oleh
karena itu menerjemahkan kata pulau ke dalam bahasa Indonesia bila menggunakan
kata penegakan hukum dalam arti luas dapat juga digunakan sebagai istilah
penegakan hukum dalam arti sempit.?

Lembaga penegak hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan

perlindungan hukum di era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terwujud

1 bid., halaman 5-6.
12 Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. Community Police; Diskresi dalam
Pemolisian yang Demokratis. Medan: PT. Sofmedia, halaman 44.
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apabila berbagai aspek kehidupan hukum senantiasa menjaga keserasian,
keseimbangan dan keserasian antara moralitas keperdataan berdasarkan nilai-nilai
nyata dalam masyarakat yang beradab. Sebagai suatu proses perbuatan yang
melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk mencapai tujuan, maka
penegakan hukum pidana harus dipandang sebagai suatu sistem peradilan pidana.
Penegakan sebagai proses pada dasarnya adalah aplikasi diskresi yang
melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan
hukum, tetapi mengandung unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, esensi
penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai, yang
diwujudkan dalam aturan-aturan yang tegas, dan menetapkan tindakan dalam
bentuk rangkaian transformasi nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan
memelihara kehidupan masyarakat yang tenteram. . Suatu konsep yang memiliki
landasan filosofis memerlukan penjelasan lebih lanjut agar terkesan lebih spesifik.
Negara Indonesia adalah hukum (recht staats), sehingga setiap orang yang
melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di
pengadilan. Penegakan hukum mengandung pengertian bahwa kejahatan adalah
perbuatan yang dilarang oleh norma hukum, dimana larangan tersebut disertai
dengan ancaman (sanksi) berupa kejahatan tertentu sebagai pertanggungjawaban.
Dalam hal ini disebabkan asas legalitas, yang menurutnya tidak ada perbuatan yang
dapat dipidana, tetapi telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebelum perbuatan itu dilakukan..!3

13 Leden Marpaung. 2017. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 7.
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Penegakan hukum adalah proses mengambil langkah-langkah untuk
memastikan bahwa norma-norma hukum dipatuhi atau berfungsi secara efektif
sebagai prinsip-prinsip pedoman perilaku dalam kehidupan publik atau publik.
Berkaitan dengan hal tersebut, penegakan hukum merupakan proses
menghubungkan nilai, aturan dan model perilaku nyata dengan ketentuan norma
hukum yang ada yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan keadilan,
sedangkan tugas utama penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan dan cara
mencapainya. saya t. keadilan - Hukum sedang diterapkan dengan benar.

Penegakan hukum tentunya akan didasarkan pada acuan sistem hukum.
Dalam hal ini, kegiatan penegakan hukum sebagai komponen struktural yang
mewujudkan tatanan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan dapat ditegakkan
jika peraturan perundang-undangan tidak ditegakkan oleh aparat hukum yang
bersih dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, sehingga penegakan
hukum akan berfungsi dan dilaksanakan dengan baik jika peraturan perundang-
undangan yang ada diimbangi oleh aparat penegak hukum. hukum berdasarkan
kode etik dan integritas.

Aparat penegak hukum yang kurang efektif dan biasanya tidak mampu
memberantas kejahatan secara tuntas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas,
telah menciptakan fenomena baru di mana masyarakat sendiri menanamkan sikap
keadilan atau kewaspadaan yang masif yang selalu berpegang pada jalan pintas dan
terobosan dalam mengadili pelaku kejahatan. tertangkap. dalam proses melakukan

kejahatan.
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Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai

perdamaian dalam masyarakat, sehingga jika dilihat dari sudut tertentu masyarakat

dapat mempengaruhi penegakan hukum. Secara khusus, orang Indonesia memiliki

pendapat tertentu tentang hukum, termasuk:

1.
2.

B2 ©oo~No OM

Hukum diartikan sebagai ilmu;

Hukum diartikan sebagai suatu disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang
realitas;

Hukum diartikan sebagai aturan atau kaidah, yaitu suatu standar perilaku
baik yang diharapkan;

Hukum diartikan sebagai suatu tatanan hukum (yaitu hukum positif tertulis);
Hukum diartikan sebagai pejabat atau pejabat;

Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau pengusaha;

Hukum didefinisikan sebagai proses pemerintahan;

Hukum diartikan sebagai perilaku yang teratur dan unik;

Hukum didefinisikan sebagai jalinan nilai;

. Hukum didefinisikan sebagai seni.**

Lembaga penegak hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan

manusia. Agar kepentingan manusia dapat dilindungi, hukum harus dihormati.

Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi

karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar dikenakan

eksekusi. Berkat lembaga penegak hukum, hukum menjadi kenyataan.

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu::

1. Kepastian Hukum (rechtssicherheit).

Hukum harus dan harus dipatuhi. Setiap orang berharap agar undang-

undang tersebut dapat disahkan jika terjadi peristiwa tertentu. Bagaimana hukum

harus diterapkan pada dasarnya tidak boleh menyimpang: fiat justicia et pereat

mundus (walaupun dunia runtuh, hukum harus dihormati). Hal ini diperlukan

14 Soerjono Soekanto, Op. Cit., halaman 45.
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oleh kepastian hukum. Kepastian hukum adalah pembelaan yang dapat
dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang
akan menerima apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu..t®

. Manfaat (zweckmassigkeit).

Masyarakat mengharapkan manfaat dari kepatuhan atau kepatuhan
terhadap hukum. Hukum adalah untuk rakyat, sehingga kepatuhan terhadap
hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi
masyarakat. Jangan sampai karena hukum ditaati atau ditegakkan maka akan
terjadi keresahan di masyarakat.'®
. Keadilan (gerechtigkeit).

Masyarakat sangat memperhatikan keadilan dalam menjalankan atau
menegakkan hukum. Hukum harus adil dalam eksekusi dan eksekusi. Hukum
tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang,
menggeneralisasi. Di sisi lain, keadilan bersifat subjektif, individualistis dan
tidak menggeneralisasi.!’

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat

penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya,

sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai

berikut:

15 Sudikno Mertokusumo. 2010. Mengenal Hukum; Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty,

halaman 208.

16 Ibid.
17 1bid.



18

1. Faktor Hukum

Hukum tidak lebih dari kehidupan manusia itu sendiri dalam kelompok-
kelompok terorganisir dengan kondisi yang memungkinkan hidup
berdampingan secara damai antara kelompok-kelompok yang terpisah dan
kelompok-kelompok sosial dan bekerja sama dengan tujuan yang tidak lebih dari
kehidupan dan reproduksi..'8

Praktek Hukum Lokal Terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan
keadilan, karena konsep keadilan merupakan rumusan yang abstrak, dan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditetapkan secara normatif.
Padahal, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan
hukum dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak
bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, pada hakikatnya pelaksanaan
hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan
perdamaian, karena pelaksanaan hukum sesungguhnya merupakan proses
harmonisasi antara nilai-nilai aturan dengan model perilaku nyata yang
ditujukan dalam mencapai perdamaian..

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum
memegang peranan penting, jika aturannya baik, tetapi kualitas stafnya buruk,
maka timbul masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegakan

hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

8 Nurul Qamar. 2016. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human
Rights in Democratiche Rechtsstaat), halaman 9.
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3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor pendukung perangkat keras atau fasilitas antara lain perangkat
lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.
Pendidikan yang diterima polisi saat ini cenderung hampir rutin, sehingga dalam
banyak kasus polisi dihadapkan pada kendala dalam mencapai tujuannya, antara
lain pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam kejahatan khusus yang
selama ini diberikan kepada kejaksaan karena secara teknis polisi dianggap tidak
mampu dan tidak siap. Padahal diketahui juga tugas yang harus diemban polisi
sangat luas dan banyak.
4. Faktor Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
perdamaian dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat atau kelompok
memiliki kesadaran hukum yang kurang lebih, permasalahan yang muncul
adalah tingkat kepatuhan hukum yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang
atau kurang. Tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu
indikator berfungsinya hukum..
5. Faktor Kebudayaan
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering
membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto,
mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu
mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak,
berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang

lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang
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perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan,

dan apa yang dilarang.*®

B. Negara Demokrasi

Istilah demokrasi lahir dari terjemahan kata demos dan cratein dari bahasa
Yunani. Demos artinya rakyat, cratein artinya pemerintahan. Jadi secara harfiah
demokrasi dapat berarti mengatur rakyat. Pemerintah yang diinginkan rakyat
berada di bawah kendali rakyat dan untuk kebaikan mereka. Demokrasi
menghendaki agar pemerintahan diatur oleh kehendak mayoritas rakyat, karena
pada kenyataannya rakyat adalah pemegang kekuasaan dalam negara.?

Sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan
dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban,
kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun
dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut
serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara
langsung misalnya melalui ruang ruang publik maupun melalui wakil-wakilnya
yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan
semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam
negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan
rakyat.

Dianut dan dipraktikannya prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang

menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

19 Soerjono Soekanto, Op. Cit., halaman 46.
20 Nurul Qamar. Op. Cit., halaman 19.
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kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan
ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan
diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara
bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak
dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa,
melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali.
Menurut Miriam Budiardjo, konsep Negara hukum tidak terlepas dari konsep
mengenai demokrasi, yang dalam perkembangannya ide demokrasi dapat dilihat
dari dua kurun waktu yaitu demokrasi konstitusional pada abad ke-19 yang disebut
dengan Negara hukum klasik dan demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 yang
disebut “rule of law yang dinamis”.?

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu
negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas
negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar
demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik
negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis
lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg
sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara
ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling

mengontrol.

2L Joko Sasmito. 2018. Pengantar Negara Hukum dan HAM. Malang: Setara Press,
halaman 4.
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Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan
kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis
menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasan tertinggi dalam melaksanakan
pemerintahan suatu negara. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang
mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam
pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep
kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada
pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya
menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan
kehidupan kenegaraan.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan
memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti
yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara
langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab
kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari
sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak
besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara
berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh
idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil.
Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih
pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun

negara.
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Penyelanggaraan sistem demokrasi Negara harus bertumpu pada partisipasi
dan kepentingan rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki wewenang
untuk memaksakan kehendaknya pada warga negaranya. Jimly Asshiddigie
menyebutkan bahwa kedaulatan atau souvereiniteit merupakan konsep mengenai
kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konsepsi tersebut lahir untuk
membentuk kekuasaan yang diakui (legitimate) sebagai pengayom sekaligus untuk
menciptakan tertib sosial dan politik dari suatu kekacauan (anarkhi).??

Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang
supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat atau demokrasi.
Sebagai konsekuensinya dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya
hukum harus menjadi dasar bagi setiap perbuatan, hukum memiliki kedudukan
tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang
dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem
demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam
aturan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam
menyelenggarakan pemerintahan.?®

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih
sebagai komitmen bersama. Negara kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan
yang tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. Oleh karena itu komitmen
kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu

keniscayaan yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Dalam Pasal 37

22 Mei Susanto. 2013. Hak Budget Parlemen di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, halaman
20.
23 Joko Sasmito, Op. Cit., halaman 1.
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ayat (5) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk
Negara Kesatuan Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan
landasan hukum yang kuat bahwa Negara Kesatuan tidak dapat diganggu gugat.?*
Sebagaimana pada era modern ini, hampir di setiap negara menerapkan konsep
negara hukum dalam menyelenggakan sistem ketatanegaraan, yaitu adanya
pemisahan/pembagian kekuasaan. Dengan tujuan untuk melindungi hak-hak asasi
manusia, maka di dalam negara harus dipisah-pisahkan atau dibagi-bagikan ke
dalam organ negara.

Setiap negara di belahan dunia manapun memiliki cara atau sistem
pemerintahannya sendiri dalam menjalankan pemerintahan negaranya. Sistem
pemerintahan menurut Sri Soemantri adalah sistem organ eksekutif dan organ
legislatif (organ kekuasaan legislatif). Ada pula yang mengatakan bahwa sistem
pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan
dengan pemerintahan.?®

NA Delianoor memberikan arti sempit dari sistem pemerintahan adalah
sistem hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Sebenarnya ini bukan
arti sempit dari sistem pemerintahan, tetapi ini adalah inti yang dominan dalam
sistem pemerintahan negara dalam kerangka trias politika ala Montesqui,
keberadaan lembaga yudikatif hanya sesekali masuk dalam frame sistem
pemerintahan karena ia berada dalam frame tersendiri, pemegang kekuasaan

kehakiman (hukum) yang dapat dijadikan sebagai kontrol atas hubungan politik dua

24 Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2014. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, halaman 7.

%5 Farkhani. 2016. Hukum Tata Negara Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyasah
Islamiyah dan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Solo: Pustaka Iltizam, halaman 34.
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kutub yang berbeda tersebut pada saat keduanya tunduk pada peraturan
perundangan atau posisi lembaga yudikatif kuat. Akan tetapi dapat pula lembaga

ini diperalat untuk kepentingan politik dari lembaga legsilatif dan eksekutif.?

C. Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Ungkapan pendapat atau demonstrasi publik memiliki banyak definisi dan
makna yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi
merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1998 tentang kebebasan berekspresi di tempat umum, khususnya Pasal 1
Nomor 1 yang menyatakan::

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara

untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara

bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum lebih lanjut memberikan
pengertian tentang penyampaian pendapat di muka umum adalah kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan,
tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Penyampaian pendapat di muka umum menurut pandangan ajaran Islam
merupakan suatu hak untuk menyatakan kebenaran atau pendapat (Rights to truth).

Bagi orang beriman terlekat kewajiban baginya untuk menyatakan kebenaran,

pendapat yang benar tanpa harus merasa takut meskipun itu pahit baginya, “Kullil

26 |bid., halaman 35.
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Hagq v Walaukana Muran”. (QS. An-Nisa ayat 135).2” Sebagaimana firman Allah

tersebut berbunyi:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jadilah pejuang keadilan yang sejati,
jadilah saksi-saksi Allah meskipun itu terhadap kamu, orang tuamu dan
kerabatmu Jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih mengetahui
manfaatnya. Maka janganlah mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (perkataan)
atau tidak mau menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah mengetahui
segala sesuatu yang kamu kerjakan.

UU No. 9 Tahun 1998 mengatur tata cara dan pembatasan ekspresi publik.

Di antara prosedurnya adalah kewajiban untuk memberikan kepada polisi surat

pemberitahuan setidaknya 3 (tiga) hari sebelum opini publik, yang menunjukkan

siapa yang bertanggung jawab di sini, berapa banyak orang. koordinator lapangan
untuk setiap seratus orang, jumlah orang, tempat, waktu dan masalah yang akan
dilaporkan, dan sebagainya. Ini agar polisi bisa menyiapkan penjagaan yang baik.

Kemudian undang-undang tersebut juga menegaskan adanya sejumlah pembatasan

yang diatur dalam Pasal 6, yang memiliki 5 (lima) hal, yaitu::

1. Menghormati hak dan kebebasan orang lain;

2. Menghormati standar moral yang diterima secara umum;
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;

27 Nurul Qamar, Op. Cit., halaman 91.
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4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
5. Menjaga keutuhan dan persatuan bangsa..

Pengungkapan opini publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh
beberapa komponen organisasi/masyarakat terhadap kebijakan publik. Menarik
perhatian dilakukan secara terkendali. Mengungkapkan pendapat di depan umum
adalah salah satu dari banyak cara untuk mengungkapkan pikiran atau pendapat.
Sebagai suatu metode, tindakan-tindakan tersebut perlu terus dipantau dan dicek
agar tidak menjadi sasaran. Adalah tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan
bahwa demonstrasi akan berakhir ketika kita dengan mudah bergerak ke wilayah
politik praktis yang tidak menguntungkan.

Ekspresi publik adalah gerakan protes yang dilakukan di depan umum oleh
sekelompok orang. Pengungkapan opini publik biasanya dilakukan untuk
menyatakan pendapat kelompok atau untuk menentang kebijakan partai, atau bisa
juga dilakukan sebagai upaya untuk menekan kepentingan politik kelompok
tersebut. Saat ini, ekspresi publik terkadang didefinisikan secara sempit sebagai
pawai panjang, teriakan, pembakaran ban, dan pertunjukan teater. Persepsi publik
terhadap opini publik juga semakin memburuk akibat tindakan aktor yang
mengganggu dan mengabaikan makna sebenarnya dari ekspresi publik. Ekspresi
opini publik merupakan salah satu bentuk ekspresi opini. Mengungkapkan pendapat
di depan umum adalah hak asasi manusia atau hak warga negara.?®

Kemunculan, perumusan dan konstitusionalitas hak asasi manusia tidak

dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau lingkungannya, yang tidak lebih dari

2 A, Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. Kapita Selekta Hukum Pidana. Jakarta: Mitra
Wacana Media, halaman 45.
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masyarakat itu sendiri di mana hak asasi manusia berkembang. Ada semacam
korespondensi antara hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat. kita juga
dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia memiliki karakter sosial dan struktur
sosialnya sendiri..?°

Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat menuntut pengakuan hak
asasi manusia sebagai hak yang paling mendasar, sebagai hakikat hak asasi
manusia. Memahami masalah hak asasi manusia serta yang terkait dengan tanggung
jawab manusia, sehingga pada akhirnya keduanya tidak dapat dipisahkan. Satu hal
yang pasti: hak asasi manusia menempati tempat utama dan pertama dalam
kehidupan sosial, karena keberadaan hak asasi manusia, pada kenyataannya, adalah
milik seseorang dan melekat padanya sejak kelahirannya. Pada saat itu, orang lain
juga memiliki kewajiban untuk menghormatinya, sehingga gagasan Yyang
mengutamakan komitmen adalah pendekatan yang digunakan ketika orang mulai

bersosialisasi..°

D. Kepolisian

Arti kata "polisi* sekarang berbeda dengan arti asli yang ada di awal. Selain
itu, istilah "polisi* berbeda di setiap negara, karena di setiap negara istilah tersebut
digunakan dalam bahasanya sendiri atau menurut adatnya sendiri. Jadi kami
mendapatkan istilah yang berbeda tergantung pada bahasa, misalnya Polisi dalam

bahasa Inggris, Polizei di Jerman,* Politie ’di Belanda, yang diadopsi sebagai Polisi

29 Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif
Hukum dan Masyarakat). Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 217.

30 Endang Sutrisno. 2013. Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi. Jakarta: Penerbit In
Media, halaman 145.
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di Indonesia. Istilah "polisi* berasal dari kata Yunani Politeia , yang berarti seluruh
pemerintahan negara kota. Seperti yang Anda ketahui, pada abad sebelum masehi,
negara Yunani adalah negara kota yang disebut Polis. Saat itu, arti kata "polisi”
begitu luas. Selain mencakup seluruh pemerintahan negara kota, itu juga mencakup
masalah agama seperti pemujaan dewa. Pada waktu itu, sebagai akibat dari rasa
persatuan masyarakat yang kuat, urusan agama dipisahkan dari pemerintahan,
sehingga arti kata "polisi” menjadi seluruh pemerintahan negara-kota, kecuali
urusan agama.>!

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti kata polisi adalah
"Suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban
umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota
badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan
ketertiban)".*?

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah "Segala hal
ihkwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung
dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi
kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan

81 Bambang Yuniarto. 2016. Kedudukan Dan Fungsi Polisi Dalam Sistem Politik.
Yogyakarta: Deepublish, halaman 9-10.

%2 Wahyu Untara. 2014. Kamus Bahasa Indonesia; Edisi Revisi Lengkap dan Praktis.
Jakarta: Indonesia Tera, halaman 398.
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pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ

pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan

menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,
serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang
merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).

Dalam pengertian di atas, istilah "polisi" awalnya mencakup berbagai tugas.
Istilah ini digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek surveilans kesehatan
masyarakat dalam arti yang sangat spesifik yang digunakan sehubungan dengan
upaya untuk mengatasi penyimpangan politik, dan sejak itu diperluas untuk
mencakup semua ketertiban dan regulasi publik. Sekarang istilah ini terutama
digunakan sehubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan
orang dan harta benda mereka dari tindakan ilegal. Dari uraian di atas, arti kata
"polisi” telah berubah sejak awal. Namun, meskipun terdapat perbedaan makna,
terlihat bahwa makna ini merujuk pada bentuk aktivitas dan tubuh (organ) yang
melakukan aktivitas tersebut. Satu-satunya perbedaan adalah pusat gravitasi ulasan.

Antara dua hal yaitu, di satu pihak memusatkan perhatian pada kegiatannya sendiri,
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di pihak lain, pada instansi yang melaksanakan kegiatan itu, dan selain itu ada pula
yang meliputi keduanya..>®

Polisi di Hindia Belanda merupakan produk langsung dari ketakutan dan
kepedulian. Sejak 1870 masyarakat Eropa mulai membanjiri dan menetap di Hindia

Belanda. Mereka merasa was-was karena bagaimana pun mereka tinggal di sebuah

negeri asing di mana masyarakat di sekeliling mereka punya budaya dan

pemahaman lain atas komunitas kulit putih.** Menjalankan fungsi sebagai penegak
hukum, polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Legalitas, dalam melaksankan tugasnya sebagai penegak hukum wajib
tunduk pada hukum.

2. Asas kewajiban adalah tugas polisi untuk menyelesaikan masalah publik.

3. Asas partisipasi, dalam rangka menjamin keamanan masyarakat, kepolisian akan
mengkoordinir pengamanan Swakarsa untuk menjamin tegaknya hukum di
masyarakat.

4. Prinsip preventif, selalu mengutamakan tindakan preventif daripada tindakan
represif dalam masyarakat.

5. Asas subsidiaritas, pemenuhan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan
masalah besar sebelum diselesaikan oleh instansi yang berpaling darinya..

Polisi berperan penting dalam masyarakat karena tugas pokoknya adalah

menciptakan stabilitas nasional, yaitu sebagai pengayom, pengayom, dan pekerjaan

33 Bambang Yuniarto, Op. Cit., halaman 11-12.
34 Marieke Bloembergen. 2011. Belajar Dasar-dasar Polisi Modern dari Sejarah Polisi
Zaman Kolonial. Jakarta: Penerbit Buku Kompas dan KITLV, halaman 104.
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umum. Hal ini tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Lembaran

Negara Nomor 2 Tahun 2002. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;

2. Memastikan kepatuhan terhadap hukum; sebaik

3. Memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat..

Atas dasar ini, tugas mulia yang dipercayakan kepada polisi sebagai aparat

penegak hukum adalah polisi dituntut untuk menjalankan tugasnya, konsisten

dalam bertindak dan beretika dalam hal ini. Jika ketiga kriteria tersebut tidak

terpenuhi dengan baik, polisi dapat dengan mudah terjebak dalam hal-hal yang

kurang menarik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Pasal 14

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia menyatakan sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang::

1.

2.

SR

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
acara publik dan kenegaraan sesuai kebutuhan.

Organisasi semua tindakan untuk memastikan keamanan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas di jalan.

Mempromosikan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat, dan kepatuhan anggota masyarakat terhadap
peraturan perundang-undangan.

Berpartisipasi dalam pengembangan legislasi nasional.

Menjaga ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.
Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan bimbingan teknis kepada
polisi khusus, penyidik pemerintah dan bentuk-bentuk bela diri.
Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan acara pidana dan peraturan
perundang-undangan lainnya.

Penyelenggaraan identifikasi polisi, kedokteran polisi, laboratorium
forensik dan psikologi kepolisian untuk melaksanakan fungsi kepolisian.
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9. Melindungi keselamatan jiwa, raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan dan/atau bencana alam, termasuk
pemberian bantuan dan bantuan melalui penghormatan terhadap hak asasi

manusia.

10. Melayani kepentingan masyarakat untuk jangka waktu tertentu
sebelum instansi dan/atau pihak yang berwenang terlibat.

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingannya dalam rangka tugas kepolisian.

12. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan..

Atas dasar itu, kepolisian memiliki kewenangan khusus di bidang peradilan
pidana dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal
13 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.
Kewenangan tersebut diatur dalam pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian, yang mengatur::

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa
tanda pengenal diri.
. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara.
. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

o Ol

oo

Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak

pidana. Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4)
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UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Institusi Polri diberikan
kepercayaan, amanah dan tanggung jawab oleh negara untuk mengayomi,
melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Tujuan pemberian wewenang kepada Polri adalah agar mampu menciptakan
atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan damai dalam masyarakat. Oleh
karena itu kita berharap agar setiap insan Polri merenungkan dan memahami
kembali apa tujuan wewenang yang diberikan dan mengapa wewenang itu
diberikan. Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Polri
umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi
dengan asas legalitas dan plichmatigheid yang sebagai besar bersifat preventif.

2. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat
Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyidikan, dimana

sebagian besar sifatnya represif.



BAB IlI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Penyampaian Pendapat Di muka Umum

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak
asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi. Penyampaian
pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dengan
upaya membangun suatu negara demokrasi diperlukan juga adanya suasana yang
aman, tertib dan damai dengan tidak merugikan kepentingan dan hak asasi manusia
yang lainnya.®

Kebebasan berekspresi publik adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh
UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemandirian setiap warga
negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan
demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lingkungan
yang aman, tertib dan damai sangat penting untuk membangun negara demokrasi
yang menjamin keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia. Hak untuk
menyatakan pendapat secara bertanggung jawab secara publik, sesuai dengan
